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ABSTRAK 

 

Sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia 

mayoritas masih berasal dari penerimaan perpajakan salah satunya ialah cukai. 

Pemerintah berencana untuk melakukan penambahan objek barang kena cukai 

terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemungutan cukai minuman 

berpemanis serta bagaimana seharusnya pengaturan pemungutan cukainya. Metode 

penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta ditunjang hasil 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan pemungutan cukai minuman 

berpemanis dalam kemasan menggabungkan beberapa peraturan, peraturan 

perundangan-undangan seperti Kementrian Perdagangan, Kesehatan, dan 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Melalui penelitian ini pengaturan pemungutan 

cukai MBDK dan pengaturan seharusnya dapat dijalankan oleh pemerintah. 

Kata kunci: Pajak, Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perekonomian merupakan hal yang begitu penting bagi suatu negara, tidak 

hanya dalam tuntutan membuat lapangan pekerjaan dan sebagai peningkatan 

pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam penggerak pertumbuhan dan 

perkembangan berkelanjutan. Perekonomian yang kuat memberikan stabilitas dan 

keamanan, memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya dengan 

efisien, serta mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan penelitian. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dapat membuat tingkat kemiskinan berkurang dan standar hidup 

Masyarakat meningkat. Hal lainnya itu, perekonomian yang berkembang juga 

mendorong investasi baik domestik maupun asing, merangsang inovasi, dan 

menciptakan iklim bisnis yang positif. Dengan demikian, pengembangan 

perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan merupakan landasan penting bagi 

kemajuan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan dan menaikkan kualitas 

hidup penduduknya. 

Pajak memegang peranan sebagai pemasukan terbesar bagi perekonomian 

Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik 
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Indonesia, pada tahun 2022, total penerimaan pajak mencapai sekitar 1.059 triliun 

rupiah, yang menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan negara1. 

Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari berbagai macam pajak, termasuk 

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bahan bakar, dan lainnya. 

Pemasukan pajak yang signifikan ini menjadi tulang punggung dalam mendukung 

berbagai program pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik bagi 

rakyat Indonesia. 

Mayoritas pendanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Indonesia pada tahun 2020 masih berasal dari penerimaan pajak, mencapai 

83,68%, sedangkan hanya sekitar 16,32% berasal dari penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) (Keuangan, 2020). Situasi ini sebenarnya merupakan tanda kurang 

menguntungkan bagi Indonesia, karena seharusnya sektor-sektor lain seperti 

BUMN dapat menjadi pendorong utama untuk mengurangi ketergantungan pada 

pajak dalam pembiayaan APBN. Walaupun demikian, sambil menunggu kontribusi 

positif dari sektor lain, Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), terus melakukan upaya untuk 

menaikkan penerimaan negara melalui pajak, bea masuk dan keluar, serta cukai.2.  

Menurut ketentuan pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai, bahwasanya Cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

 
1 Rahayu Puspasari, Kementerian keuangan Republik Indonesia tentang APBN Kita : 

Kinerja Dan Fakta, Edisi Desember 2022, hlm 8 
2 Ibid, hlm 9. 
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barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini3. 

Karakteristik yang dimaksud didalam peraturan perundang-undang ini ialah 

barang-barang yang terkena dan dikenakan cukai melingkupi konsumsinya perlu 

dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak 

negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.  

Didalam Pasal 2 ciri-ciri yang menentukan kategori Barang Kena Cukai 

(BKC) diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai. Hal tersebut mencakup 

kebutuhan pengendalian konsumsi, perlunya pengawasan peredaran, potensi butuk 

terhadap masyarakat terhadap konsumsinya, serta kebutuhan pajak untuk mencapai 

keseimbangan dan keadilan4. 

Saat ini, cukai di Indonesia hanya diterapkan pada Etil Alkohol, Minuman 

Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau. Sejak tahun 1998, Pemerintah 

telah melakukan kajian untuk memperluas objek atau barang yang akan dikenakan 

cukai dengan tujuan menaikkan penerimaan negara. Gagasan untuk menambah 

Barang Kena Cukai (BKC) muncul setelah evaluasi nasional yang komprehensif 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bulan Oktober 1998, yang menjadi 

fokus utama dalam sub bidang sistem dan prosedur cukai5. Dalam evaluasi tersebut, 

 
3 Indonesia, Undang-Undang Cukai, UU No. 39 Tahun 2007,  LN. No. 105 Tahun 2007,  

TLN No.4755, Ps. 1 angka (1). 
4 Indonesia, Undang-Undang Cukai, UU No. 39 Tahun 2007,  LN. No. 105 Tahun 2007,  

TLN No.4755, Ps. 2 ayat 1. 
5 Hasti, Maryani, & Makshun, “Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat 

Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis (Factor Analysis 
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terdapat 12 kemungkinan penambahan objek cukai, seperti sabun, deterjen, air 

mineral, semen, sodium cyclamate, sacharine, gas alam, metanol, ban, minuman 

ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering. Wacana-wacana terkait 

penambahan objek cukai terus disuarakan, termasuk ide untuk menambahkan 

plastik dan minuman ringan, terutama yang mengandung pemanis6. 

Pengertian dari barang kena Cukai (BKC) merupakan barang-barang 

tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu untuk dikendalikan dan 

diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif 

untuk masyarakat atau lingkungan hidup sehingga barang ini perlu untuk dikenakan 

pungutan. Obyek cukai yang cocok menurut karakteristik di atas dalam hal ini ialah 

minuman Berpemanis Dalam Kemasan atau disebut (MBDK).  

Minuman berpemanis (sugar-sweetened beverages) ialah macam minuman 

padat kalori dan tinggi gula kendatipun rendah zat gizi. Macam gula tambahan pada 

minuman berpemanis dapat berupa sukrosa, gula putih, gula merah, madu, dan high 

corn fructose syrup (HCFS)7. 

Minuman berpemanis ada di mana-mana, mulai dari pusat perbelanjaan 

besar di kota hingga warung makan kecil di pedesaan. Di restoran, bioskop, mesin 

penjual otomatis di sekolah bahkan rumah sakit. Macamnya pun beragam mulai 

dari minuman bersoda, rasa buah, susu atau kacang, susu coklat, kopi dan minuman 

 
6 Leander Resadhatu Rusdiono, “Factors that influence the Level of Public Acceptance of 

the Application of Excise on Sweetened Drinks)”, Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis 

(RAMBIS), hlm 152. 
7 Septi Lidya Sari, “konsumsi Minuman Berpemanis Kemasan Pada Remaja”, Ilmu gizi 

Indonesia (Agustus 2021), hlm 94. 
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isotonik. Semua minuman dengan tambahan gula sangat populer di kalangan anak-

anak dan orang dewasa di semua negara, termasuk Indonesia. Anehnya, 

peningkatan tertinggi penjualan minuman manis ini justru terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia.  

Berbagai negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti halnya di 

Indonesia anak-anak dapat meminumnya dua kali lebih banyak. Minuman-

minuman dapat menyebabkan efek buruk pada kesehatan anak-anak, minuman-

minuman ini menyebabkan kerusakan gigi, kenaikan berat badan, obesitas dan 

sejumlah penyakit lainnya termasuk gula dan penyakit jantung.8 Ancaman penyakit 

gula tidak hanya pada usia dewasa, penyakit ini juga dapat mengancam anak-anak.  

Oleh karna harga minuman berpemanis dalam kemasan yang terjangkau 

memengaruhi keputusan konsumsi sehari-hari maka diperlukan pemungutan cukai 

terkait dengan minuman berpemanis dengan tujuan untuk menaikkan kesehatan 

masyarakat. Hal lainnya sebagai peningkatan Kesehatan masyarakat, pemungutan 

cukai terkait minuman berpemanis ini, dilakukan untuk menutupi biaya sosial yang 

timbul akibat konsumsinya. Misalnya, berupa dana peruntukkan atau earmarking 

tax. 

Earmarking tax ialah kebijakan dalam hal pengalokasian sejumlah hasil 

penerimaan pajak untuk mendanai pembangunan sektor pajak tertentu. Di 

Indonesia sendiri, ada 3 macam pajak yang dikhususkan pengalokasian, ialah pajak 

 
8 Rachel Yolanda P.S., “Pentingnya Penerapan Cukai Minuman Berpemanis”, diakses 

https://www.pajak.com/pajak/pentingnya-penerapan-cukai-minuman-berpemanis/ pada 12 

September 2023. 

https://www.pajak.com/pajak/pentingnya-penerapan-cukai-minuman-berpemanis/
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kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Penerapan alokasi 

ini sebagai pejamin akan ketersediaan anggaran dalam peningkatan pelayanan 

publik.9 Kendatipun dalam hal ini peneliti melakukan kajian untuk memperluas 

peruntukan dana dari pungutan pajak tertentu dalam bidang peningkatan kesehatan 

masyarakat, ialah melalui pengenaan cukai pada minuman berpemanis. 

Pemungutan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dapat 

menjadi jalan untuk mengurangi konsumsi produk-produk yang tidak sehat. 

Sederhananya kebijakan ini menjelaskan tentang penerapan cukai minuman 

berpemanis sebagai bagian dari Upaya yang dilakukan untuk menghindari 

kelebihan berat badan, obesitas, PTM, dan membantu menaikkan kesehatan 

masyarakat serta melindungi hak anak-anak untuk masa depan yang lebih sehat, 

salah satu yang peneliti bawa ialah di bidang regulasi cukai pada minuman manis 

dalam kemasan. 

Generalisasi atau perluasan barang cukai ternyata diatur dalam Dokumen 

RAPBN 2023, yang bertujuan untuk mengenakan cukai pada dua (2) produk ialah 

minuman manis kemasan dan produk plastik atau minuman berpemanis dalam 

kemasan (MBDK). 

Presiden Republik Indonesia telah menyepakati rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 melalui Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Adapun sasaran penerimaan pajak naik 

 
9 Febriyani Tumangke, “Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan 

Pajak Penerangan Jalan Dikota Manado”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (2015), hlm 5. 
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menjadi 5,0% menjadi Rp 2.021,2 triliun. Kenaikan angka itu salah satunya 

didukung  dengan penambahan dari produk cukai hasil produk plastik Rp 

980.000.000 , dan MBDK Rp 3.080.000.00010. 

Cukai akan diterapkan pada Minuman Beralkohol dan Minuman Bersoda 

yang menggunakan gula, pemanis alami, atau buatan, baik dalam bentuk siap 

minum atau konsentrat seperti bubuk thai tea, sirup, atau kental manis. Meskipun 

demikian, terdapat 10 macam Minuman Beralkohol dan Minuman Bersoda yang 

tak akan dikenakan cukai, ialah: 

1. Minuman yang diangkut secara terus atau lanjut 

2. Minuman yang diekspor 

3. Minuman yang masih berada dalam pabrik 

4. Minuman yang dihancurkan sebelum keluar dari pabrik 

5. Minuman yang digunakan untuk penelitian 

6. Minuman yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing 

7. Minuman yang merupakan barang bawaan penumpang 

8. Minuman yang digunakan untuk keperluan sosial 

9. Minuman yang digunakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB 

(Tempat Pemrosesan Ekspor) 

10. Pembebasan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, 

termasuk minuman yang diproduksi dan dikemas nonpabrikasi, minuman 

 
10 Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 130 Tahun 2022 Tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. 
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untuk keperluan medis, serta madu, dan jus sayur atau buah tanpa tambahan 

pemanis.11 

Dengan demikian pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat regulasi 

pemungutan cukai atas dua produk yang memiliki eksternalitas, ialah minuman 

berpemanis dalam kemasan karena risiko kesehatan dan produk plastik karena 

masalah lingkungan. Pemberlakuan cukai ini diharapkan dapat mengurangi 

permasalahan tersebut, sehingga risiko permasalahan lingkungan akibat plastik dan 

kesehatan masyarakat dapat dikurangi. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahasnya dalam bentuk 

skripsi yang berjudul PENGATURAN PEMUNGUTAN CUKAI MINUMAN 

BERPEMANIS DALAM KEMASAN. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pemungutan cukai pada minuman berpemanis dalam 

kemasan ? 

2. Bagaimana seharusnya pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis 

dalam kemasan ? 

 
11 Abdul Aziz Said, “Daftar Macam Minuman Berpemanis yang akan Kena Cukai Mulai 

Tahun Depan” diakses https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/64c776bd8dc1d/daftar-macam-

minuman-berpemanis-yang-akan-kena-cukai-mulai-tahun-depan pada 3 Januari 2024 

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/64c776bd8dc1d/daftar-jenis-minuman-berpemanis-yang-akan-kena-cukai-mulai-tahun-depan
https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/64c776bd8dc1d/daftar-jenis-minuman-berpemanis-yang-akan-kena-cukai-mulai-tahun-depan
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini ialah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pemungutan 

cukai minuman berpemanis dalam kemasan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan seharusnya dari pemungutan cukai 

minuman berpemanis dalam kemasan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis. Maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang 

sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan manfaat penelitian yang telah diterangkan 

di atas, manfaat penelitian ini ialah: 

1. Secara Teoritis 

 Hasil tulisan dari peneliti diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum 

administrasi negara pada umumnya dan khususnya terkait Pengaturan 

Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan dan dapat dijadikan 

rujukan dan penelitian lebih lanjut . 
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2. Bagi Praktis 

a. Terhadap Negara 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam perumusan 

peraturan perundang-undangan terkait pemungutan cukai minuman berpemanis 

dalam kemasan. 

b. Terhadap Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan 

masyarakat terkait pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam 

kemasan terkhusus para pelaku produsen minuman berpemanis dalam kemasan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi 

area penelitian. Pemungutan cukai atas minuman manis dalam kemasan atau 

MBDK dalam Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. 

Padahal, peran cukai dalam menjaga kesehatan masyarakat tidak perlu lagi 

dibicarakan, dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dinilai sangat kecil. 

  Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati yang bertanggung 

jawab memperkenalkan cukai berkali-kali menekankan pentingnya memperbanyak 

minuman manis. Dia pernah mengatakan, gula yang antara lain disebabkan oleh 

konsumsi gula berlebihan menjadi beban program jaminan kesehatan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perdebatan ini tentang alasan persaingan 
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pengenaan cukai minuman manis dan dampak minuman manis terhadap kesehatan 

masyarakat berdasarkan Perpres 104 Tahun 2021. Jadi penelitian ini hanya berfokus 

terhadap pengaturan diberlakukannya pemungutan cukai terhadap minuman 

berpemanis (MBDK) dan pengaturan seharusnya pemungutan cukai minuman 

berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

 

F. Kerangka Teori 

 Sebuah tinjauan perlu sistem teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam 

penelitian, Pentingnya melibatkan suatu sistem teori sebagai landasan atau konsep 

dalam penelitian dapat dilihat dari penggunaan teori sebagai acuan oleh penulis 

untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat. Penulis menggunakan berbagai 

macam teori dari berbagai sudut pandang sebagai dasar untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan tiga teori, 

ialah: 

1. Teori Cukai 

 Menurut ketentuan pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai, bahwasanya Cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini. Excise (cukai) ialah pajak yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu. Menurut ahli cukai nasional, Cukai merupakan pajak 

negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif yang dalam 

pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Cukai hanya diterapkan pada barang dan 

jasa tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif eksternal atau karena 
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pertimbangan keadilan vertikal. Sehingga, dalam bentuk-bentuk cukai, barang dan 

jasa yang dianggap mewah menjadi objek pajak.12 

 Dalam membuat atau merencanakan kebijakan cukai, biasanya ada 

keseimbangan antara tujuan ekonomis seperti penerimaan pemerintah dan tujuan 

melindungi kesehatan masyarakat. Menurut salah seorang pakar cukai nasional, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan cukai sebagai sasaran fiskal tergantung 

set of objectives, bahwasanya kebijakan cukai sangat dipengaruhi oleh sasaran 

strategis yang ingin dicapai, seperti: 

a) Menginternalisasi dampak negatif eksternal, termasuk mempertimbangkan 

fungsi produksi dari setiap produsen, menetapkan perhitungan otomatis, dan 

menentukan tingkat tarif dengan konsep maksimalkan keuntungan atau 

minimalkan biaya total. 

b) Pembukaan lapangan pekerjaan (employement creation): 

c) Pembatasan konsumsi barang; 

d) Berorientasi pada penerimaan negara. 

Pengenaan cukai oleh pemerintah melalui Undang-undang Cukai pada suatu 

komoditas dilakukan dengan tujuan membina dan mengatur berdasarkan prinsip 

keadilan dan keseimbangan. Artinya, cukai hanya dikenakan pada individu atau 

entitas yang seharusnya berkewajiban, dan semua pihak yang terlibat diperlakukan 

secara adil dalam situasi dan kondisi yang serupa. Hal lainnya itu, prinsip 

 
12 Rosdiana Haula, Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada (2005), hlm. 74. 
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keneutralan dalam pengenaan cukai perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan 

distorsi dalam perekonomian nasional. 

 Kebijakan cukai, terutama dalam penetapan tarif cukai dan harga jual eceran 

(HJE), dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan publik di sektor cukai yang 

memiliki sifat pelaksanaan administratif dan teknis. Kebijakan ini telah melampaui 

pertimbangan ekonomis dan non-ekonomis, dan diterapkan secara selektif pada 

barang-barang tertentu. Tujuan dari kebijakan ini mencakup memberikan peluang 

pekerjaan, mengendalikan konsumsi, menyumbangkan dana ke kas negara, serta 

mencapai tujuan lainnya. Semua ini dipertimbangkan dengan melihat potensi, 

fleksibilitas, dan efektivitas penerimaan negara dari sektor cukai dalam jangka 

panjang.13 

2. Teori Negara Sebagai Pemungut Cukai 

 Cukai merupakan sebuah pungutan yang dibebankan kepada orang pribadi 

atas pemakaian terhadap barang-barang tertentu. Pemungutan Cukai di Indonesia 

sama seperti pemungutan Bea sebelumnya, ialah dipungut dan dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak semua macam barang akan dikenakan 

cukai, karena mengingat tujuan dari pengenaan cukai ini ialah untuk mengurangi 

tersebarnya barang-barang dengan karakteristik tertentu di tengah masyarakat. 

Berikut beberapa kriteria barang tertentu yang dikenakan Cukai berdasar pada 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, antara lain: 

 
13 Yulius Amos Taruli Ferdinand Sitompul, Analisis kebijakan, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Indonesia (Jakarta_FISIPUI, 2008), hlm. 32. 
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a. Barang-barang yang peredarannya perlu untuk diawasi 

b. Barang-barang yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan 

c. Barang-barang yang dalam pemakaian atau pengkonsumsiannya dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya 

d. Barang-barang yang pemakaian atau penggunaannya perlu untuk dilakukan 

pembebanan pungutan atas negara demi keadilan dan keseimbangan. 

 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beroperasi di bawah otoritas Menteri 

Keuangan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tugas 

utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melibatkan perumusan dan implementasi 

kebijakan di sektor pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta 

optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang diemban oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai mencakup:Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara 

di bidang kepabeanan dan cukai; 

• Implementasi kebijakan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, 

pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan negara di sektor 

kepabeanan dan cukai; 

• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di sektor pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan 

negara di bidang kepabeanan dan cukai; 
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• Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di sektor pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan 

negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

• Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan 

negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

• Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi 

pelaksanaan di bidang cukai. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang cukai; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang cukai; 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai; 

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang 

cukai; dan 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.14 

 
14 Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Beacukai.go.id. 

https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian ialah tindakan objektif yang terstruktur dan terkoordinasi. 

Dengan pendekatan ini, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian 

dipatutkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, 

informasi tersebut dipatutkan terkait, berhubungan, dan sesuai dengan konteks yang 

relevan15. Pendekatan penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang 

berasal dari suatu metode, sistematika, dan pemikiran khusus. Tujuan utamanya 

ialah untuk mengkaji satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya. Selanjutnya, melalui penalaran dan pemikiran yang mendalam, 

penelitian bertujuan mencari jawaban terhadap fakta hukum tersebut. Hasilnya 

diharapkan dapat mengoptimalkan suatu solusi untuk menanggapi permasalahan 

yang muncul dalam konteks yang bersangkutan16. 

Menurut Mohammad Radhi, penelitian hukum yang sah secara keseluruhan 

dapat bergantung pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, dan 

mengurai kebenaran serta hubungan di lapangan hukum. Hal ini dilakukan dengan 

merujuk pada pengetahuan yang diperoleh. Dengan demikian, standar ilmiah dan 

strategi ilmiah dapat dirumuskan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap fakta 

dan hubungan tersebut17. Dalam mengarahkan penelitian yang selayaknya, 

dipatutkan selamanya melekat pada implikasi yang mungkin diberikan kepada 

 
15 Marzuki, Metodologi Riset, UUI Press, Yogyakarta 1991, hlm 55. 
16  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta  

2013, hlm 39. 
17 Soerjono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm 110. 
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hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Macam Penelitian  

Macam penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang mengkaji 

hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, 

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi 

pasal18. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normative ialah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data 

tersier. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual 

(Conseptual approach).  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan memeriksa 

dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan 

pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan. 

19Pendekatan perundang-undangan yang digunakan .dalam penelitian ini berkaitan 

dengan undang-undang nomor .39 tahun 2007 tentang pajak 

 
  18 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif, PT.Raja Grafindo, Jakarta 2006, hlm 

129. 

  19  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pelitia Media Group, Jakarta 2005, hlm 11 
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b. Pendekatan Konseptual (Conseptual approach) 

Pendekatan Konseptual (Conseptual approach) mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-

ide yang melahirkan pengertian-pengertisan hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi20.  

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Ada tiga (3) macam bahan hukum yang digunakan, dalam penelitian ini 

ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

Adapun sumber bahan hukum penelitian yang digunakan ialah sebagai: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1) UU Nomor 39 Tahun 2007, tentang Cukai.(lembaran negara Republik Indonesia 

tahun 2007, No 105, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 4755; 

2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan 

dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah optional dapat berupa buku-

 
20 Amiruddin & Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, Rajawali Pers, Jakarta 

2004, hlm 166. 
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buku hukum, buku refrensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-

lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini. 

 

c. Bahan Hukum Tersier  

 Bahan Hukum Tersier ialah Bahan pendukung hukum yang memberikan 

pedoman dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, 

misalnya rujukan umum, rujukan hukum dan majalah hukum yang memuat 

informasi yang relevan dengan objek penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Lazimnya dalam penelitian dikenal tiga macam alat pengumpul data ialah 

studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau 

interview21. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat 

yuridis maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan bahan 

pengamatan dan pustaka. 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Syafizal Helmi mengemukakan bahwasanya analisis data bertujuan untuk 

menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.22 Para peneliti 

berpendapat bahwasanya tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk 

mengorganisi, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum. Analisis 

 
21 Soejono Soekanto, pengantar sosiologi, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010), hlm 201. 
22 Syafizal Helmi, Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis, (Medan : USU press, 2018), 

hlm 74. 
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bahan hukum ini menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang 

digunakan ialah penafsiran autentikal dan penafsiran sistematikal23. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan 

dari data yang di dapat didalam suatu penelitian. Didalam penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan 

kesimpulan deduktif ialah dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat 

umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus24. Penggunaan teori-teori dan 

penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif preskriptif bertujuan untuk 

mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta 

menghormanisasikann temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasat untuk 

menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 
23 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori, (Depok : Rajawali Pers, 2013), 

Hlm 19. 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, UI-Press, Jakarta 2006, hlm 

11. 
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